BAB Il
LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP
2.1. Landasan Teori
2.1.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab bagi pelaku transportasi massal atau pemilik kendaraan
tersebut bagi penumpang ketika ada suatu kejadian maka sangat dirugikan, harus
adanya tanggung jawab dari pihak pemilik kendaraan. lIstilah tanggung jawab
dalam kamus hukum diartikan sebagai “suatu keseharusan bagi seseorang untuk
melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya”.”

Jika seseorang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, maka
konsekuensinya adalah orang tersebut harus menjalankan hukuman sesuai dengan
tindakan yang dilakukan.

Abdul Kadir Muhammad menyebutkan bahwa teori tanggung jawab dalam
perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan
sengaja (intentional tort liability).

2. Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena
kelalaian (negligence tort liability).

3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa
mempersoalkan kesalahan (strict liability).*°

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana (teorekenbaardheid) mempunyai
maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka
dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk
dapat dipidananya sipelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya
memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat
dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang,seseorang yang akan dipidana tidak
cukup dengan alasan karena orang itu telah melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum saja, tetapi masih perlu
adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai
kesalahan atau bersalah. Hal tersebut sesuai dengan asas “nulla poena sine culpa”
yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini dianut oleh KUHP Indonesia
dan juga negara — negara lain, meskipun asas tersebut tidak tertulis dan tidak
terdapat dalam KUHP kita.

2 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, h. 26.

%0 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2010, (Selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad 1), h. 503.
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Kesalahan adalah kondisi psikologis seseorang ketika melakukan tindak
pidana. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Orang tidak
mungkin dipertanggunggjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan
perbuatan pidana, akan tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak
otomatis dapat dipidana. Ini artinya tergantung pada apakah ia mempunyai
kesalahan atau tidak. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana:

1. Mampu bertanggungjawab
2. Ada kesalahan
3. Tidak ada alasan pemaa

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah
melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh
hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

Didalam hukum pidana, menurut Mulyatno kesalahan dan kelalaian seseorang
dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab,
yaitu bila tindakannya memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);

2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa Kkesengajaan,atau
kealpaan/kelalaian;

4. Tidak adanya alasan pemaaf.*

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung
jawab harus ada :

a. Kemampuan untuk membeda — bedakan antara perbuatan yang baik dan yang
buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.

b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang
baik dan buruknya perbuatan tadi.**

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya menjelaskan tentang tanggung jawab
hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu
perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti

f_31

81 Amir llyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Rankang Education,
Yogyakarta, 2012, h.75.

%2 Ipid. h. 7.

% Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 178.
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bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang

bertentangan.®* Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum
disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu
jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi
karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat
yang membahayakan.”*

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab
terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung
jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang
individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena
sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung
jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak
diperkirakan.*

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan
responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum vyaitu
tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan
istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.*” Teori tanggung
jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti
liability.*® Sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang

% Hans Kelsen (), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law
and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar lImu Hukum Normatif Sebagai
limu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, h. 81.

% Ibid. h. 83.

% Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutagien, Teori Hukum
Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, h. 140.

%" HR. Ridwan, Hukum Administrasi N 3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h.
337.

%8 Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary,
Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, h. 54.
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yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat
dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban
itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam
perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya
pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “geenbevegdedheid zonder
verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila
mas-uliyat” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).*

Maka, menurut penulis teori pertanggung jawaban sangat diperlukan untuk
mengupas bagaimana perlindungan hukum pada konsumen ketika konsumen
tersebut mendapat perlakukan yang tidak menyenangkan hingga tidak ada
perlindungan walau secara aturan tidak diterangkan bagi kendaraan yang dipakai
untuk penumpang. Kemudian, siapa yang bertanggungjawab jika terjadi sebuah
musibah, maka akan penulis kaitkan dengan undang-undang yang ada.

2.1.2. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang
menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M
Hanjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa
hukum bertujuan mengintegrasikan dam mengkoordinasikan berbagai kepentingan
dalam masyrakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap
kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan
di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia,
sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan
manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat
tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala
peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupkan
kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara
anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang
dianggap mewakili kepentingan masyarakat.*’

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan
pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

% Ibid, h. 352.

*0 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53.
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perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-
hak yang diberikan oleh hukum.**

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi
rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.
Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya
sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam
pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif
bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di
lembaga peradilan.*?

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat
didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar
adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif.**

Masyarakat, selain mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban, mereka
juga mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman
terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu
diberikan keoada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan
oleh hukum. Teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan
mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu
lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat
dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan. Kepentingan hukum
adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum mempunyai
otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang oerlu diatur dan
dilindungi perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum
lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh
masyarakat yang pada dasarnya merupa  kesepakatan masyarakat tersebut untuk
mengatur hubungan perilaku antaara lgota-anggota masyarakat dan antara
perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan
masyarakat.**

“ Ibid, h. 69.
“2 Ibid, h. 54.

*3 Lili Rasjidi dan 1.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya,
Bandung, 1993, h. 118.

* Satjipti Raharjo, Loc. Cit.
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Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan

pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan
sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain :

a.

Let the buyer beware (caveat emptor)

Doktrin let the buyer beware atau caveat emptor merupakan dasar dari
lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa
pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga
konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung
kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen  tidak  mendapat
informasi yang memadai untuk menen tukan Pilihan terhadap barang
dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh
keterbatasan pengetahuan konsumen atau Ketidakterbukaan pelaku usaha
terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen
mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian
tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.

The due care theory

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk
berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama
pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat
dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka
dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada
hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai
dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa
yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau
membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka
diwajibkan mebu ktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

The privity of contract

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk
melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka
telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan
diluar hal-hal yang dperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat
menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam
pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian
hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.*

61.

*® Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2006, h.
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Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan
lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yakni:

a. Asas Manfaat Adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan
konsumen harus memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi kepentingan
konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan Adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku
usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan Adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan
konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Adalah untuk memberikan
jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam
penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang
dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum Adalah pelaku maupun konsumen mentaati hukum
dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen
serta negara menjamin kepastian hukum.*

2.1.3. Teori Tujuan Hukum

2.1.3.1. Teori Keadilan
Dalam filsafat hukum, teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois

Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum

Alam mengutamakan “the search for justice”.*’

Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil.
Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan
kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles
dalam bukunya Nicomachean Ethics, teori keadilan sosial John Rawl dalam
bukunya a theory of justice dan juga Ahmad Ali dalam Menguak Teori Hukum dan
teori Peradilan.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan terdapat dalam karyanya
Nichomachean Ethics, politics, dan rethoric. Lebih khususnya, dalam buku
Nicomachean Ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang
berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat

6 Elsi, Advendi, Hukum Dalam Ekonomi, PT Grasindo, Jakarta, 2007, h.159.

*" Theo Huijber, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cet. VIII, Kanisius,
Yogyakarta, 1995, h. 196.
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hukumnya, ‘“karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan
keadilan.®

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor,
kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam
masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa
apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga
lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh
jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi
masyarakat.*

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah.
Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif
berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika
suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan
kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya
“kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas
membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan
korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan
bidangnya pemerintah.>®

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan
pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang
didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang
berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini
jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan
dalam undang undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan
Avristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan
yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang
lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan
hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.>*

Sedangkan Rawls dalam bukunya a theory of justice menjelaskan teori
keadilan sosial sebagai the difference principle dan the principle of fair equality of

¢ Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan
Nusamedia, Bandung, 2004, h. 2.

9 Ipid, h. 25.
%0 I pid.

*1 Ibid, h. 26-27.
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opportunity. Inti the difference principle, adalah bahwa perbedaan sosial dan
ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka
yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada
ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok
kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, the principle of fair equality
of opportunity menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang
untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang
harus di beri perlindungan khusus.

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai
alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan
Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-
prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa
pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat
bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh
masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum,
tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari
orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang
sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang
paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi
ketidaksamaan menjamin maximum minimum bagi golongan orang yang paling
lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan
untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang
kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua
orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar
dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan
ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Selanjutnya Rawls menegaskan, The first statement of the two principles reads
as follows in a natural way. First, each person is to have an aqual right to the
most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others. Second,
social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a)
reasonably expected to be to everyone ‘s advantage, and (b) attached to positions
and offices open to all. Program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan
haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan
kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan
yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial
ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal
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balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari
kelompok beruntung maupun tidak beruntung.>

Adapun Achmad Ali dalam karyanya “Menguak Teori Hukum (legal teori)
dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang,
menggambarkan bahwa “keadilan” ada yang menempatkan keadilan sebagai
sesuatu yang harus disucikan, dan berada bukan hanya diruang persidangan
pengadilan, melainkan dimanapun dan harus dibersihkan dari kotoran sekandal dan
korupsi. Pada dasarnya proses keadilan adalah suatu proses yang tak pernah
terselesaikan, tetapi merupakan proses yang senantiasa melakukan reproduksi
dirinya sendiri, dari generasi ke generasi, dan terus mengalami perubahan yang
merupakan panggilan yang berani dan terbaik. Meski demikian Acmad Ali juga
menyatakan bahwa yang namanya “keadilan” sempurna itu tidak ada, yang ada
hanyalah sekadar pencapaian dalam kadar tertentu. Artinya yang dimaksud
“keadilan” adalah kelayakan.

Pandangan terakhir Achmad Ali menyatakan, bahwa: “apakah sesuatu itu adil
(rechtvaardig), lebih banyak tergantung pada rechtmatigheid (kesesuaian dengan
hukum) pandangan pribadi seorang penilai. Kiranya lebih baik tidak mengatakan:
“itu adil”. Tetapi mengatakan: “Hal itu saya anggap adil”’. Memandang sesuatu itu
adil merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi”.*®

Disela mengemukakan pandangannya Achmad Ali, juga menampilkan
pandangan yang kontra tentang konsep keadilan di atas, antara lain pakar hukum
Indonesia, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa:

“Kalau dikatakan bahwa hukum itu bertujuan untuk mewujudkan keadilan, itu
berarti hukum itu identik atau tumbuh dengan keadilan. Hukum tidaklah identik,
dengan demikian teori etis berat sebelah”.

Satjipto Rahardjo menuliskan bahwa :

“Sekalipun hukum itu dihadapkan kepada pertanyaanpertanyaan yang praktis, yaitu
tentang bagaimana sumber-sumber daya itu hendak dibagikan dalam masyarakat,
tetapi ia tidak bisa terlepas dari pemikiran yang lebih abstrak yang menjadi

%2 John Rawls, A Theory of Justice, Massa Chusetts, The Belknap Press of Harvard
University press, Cambridge, 1971, p. 60. Lihat pula terjemahan ke bahasa Indonesia oleh
Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, cet-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
2006, h. 72.

% Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (legal teori) dan Teori Keadilan (Judicial
Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence), Vol-1, Cet-1,
Kencana, Jakarta, 2009, h. 222.
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landasannya, yaitu pertanyaan tentang “mana yang adil” dan “apa keadilan itu”.
Tatanan sosial, sistem sosial, dan hukum, Setelah menampilkan dua pandangan
pakar hukum Indonesia di atas, Achmad Ali memberi komentar bahwa tidak bisa
langsung menganggap hal tersebut tanpa diputuskan lebih dahulu tentang konsep
keadilan oleh masyarakat yang bersangkutan. Kita juga mengetahui bahwa
keputusan ini tidak bisa dilakukan oleh subsistem sosial, melainkan oleh subsistem
budaya, seperti ditunjukan dalam bagian sibernetika di muka.>

“Saya sendiri jelas tidak mendukung pendapat yang menyatakan bahwa
hukum hanyalah semata-mata untuk mewujudkan keadilan, karena bagaimanapun,
nilai keadilan selalu subyektif dan abstrak. Saya setuju, andai katapun kita harus
mengikuti perspektif tujuan hukum Barat ini, maka seyogyanyalah jika keadilan
bersama-sama dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, dijadikan tujuan hukum
secara prioritas, sesuai kasus in concreto, dengan menggunakan triangular concept
of legal pluralism (Konsep segitiga pluralism hukum) dari Werner Menski.>® Dapat
dipahami menurut Achmad Ali bahwa keadilan tidak pasti tapi abstrak, maka teori
keadilan berfokus pada kemanfaatan dan kepastian hukum pada suatu aturan. Dan
ketika seorang hakim memutuskan sesuatu hakim tersebut hanya boleh mengatakan
menurut dia inilah yang adil bukan menurut keadilan.
2.1.3.2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah
pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen dengan
menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma
adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang Undang yang berisi
aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku
dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun
dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi
masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya
aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Ade Saptomo, Prinsip-prinsip bagi hakim dalam mengadili perkara-
perkara hukum konkret mencakup tiga pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Legalistik (Formal) Pendekatan legalistik dimaksud

merupakan model yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan

5 1bid, h. 223.
% |bid.

*® peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, h. 58.
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kasus hukum konkret yang hukumnya telah mengatur secara jelas
sehingga hakim mencari, memilah, dan memilih unsur-unsur hukum
dalam kasus hukum konkret dimaksud dan kemudian dipertemukan
dengan pasal-pasal relevan dalam undang-undang dimaksud.

b. Pendekatan Interpretatif Hukum dalam kenyataannya dimungkinkan
aturan normatif itu tidak lengkap atau samar-samar. Dalam upaya
menegakan hukum dengan keadilan dan kebenaran, hakim harus dapat
melakukan penemuan hukum (rechtsvinding).

c. Pendekatan Antropologis Terhadap kasus hukum konkrit yang belum
diatur undang-udnang maka hakim harus menemukan hukum dengan cara
menggali, mengikuti, dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup
dalam masyarakat.>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas,
yaitu sebagai berikut.

1. Asas kepastian hukum (rechmatigheid), Asas ini meninjau dari sudut

yuridis.

2. Asas keadilan hukum (gerectigheit), Asas ini meninjau dari sudut
filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di
depan pengadilan.

3. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid) atau doelmatigheid atau
utility.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan
kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum,
sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya
dapat dikemukakan bahwa “summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux”
yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat
menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan
hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.*®

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama
adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa
yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi
individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat
umum itu individu dapat mengetahu apa saja yang boleh dibebankan atau

>" Ade Saptomo, Hukum & Kearifan Lokal, Grasindo, Jakarta, 2009, h. 54-55.

%8 Dosminikus Rato, Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, PT Presindo,
Yogyakarta, 2010, h. 59.
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dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran
Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia
hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri,
karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin
terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan
hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan
atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.*®

2.1.3.3. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan
hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah
yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah
manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu
alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan
hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan
manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.®® Jika kita lihat defenisi
manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa
diartikan guna atau faedah.®!

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin
kebahagian yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya.
Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam
menghasilkan kesenangan atau kebahagian yang terbesar bagi jumlah orang yang
banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga
Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-

hal yang kongkret.

2. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya

bersifat umum.

3. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

% Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1999, h.
23.

%0 said Sampara dkk, Pengantar IImu Hukum, Total Media, Yogyakarta, 2011, h. 40.

61 KBBI, http://kbbi.web.id/manfaat, diakses Tanggal 18 Desember 2019 pukul 21.00
WIB.



34

Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan
manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum
untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat
diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar daripada
yang lain).%

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertukosumo tujuan pokok
dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini
merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia
yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-
beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Menurut Schuit telah
memperinci ciri-ciri keadaan tertib sebagai berikut dapat diperkirakan, kerjasama,
pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa
perselisihan keseragaman, kebersamaan, suruhan, keberurutan, corak lahir dan
tersusun.®®

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yang juga
berupa teori tujuan hukum, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.
Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara
proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan
kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa
kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya
timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu
ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak
adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap
tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu
arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan
adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban
menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang
harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak
dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan
yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapanya.

%2 Said Sampara, Op Cit., h. 45-46. Dikutip dari buku Surojo Wignyodipuro,
Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, 1983. Utrecth, Pengantar dalam Hukum Indonesia,
Ikthtiar, Jakarta, 1983.

%3 Said Sampara, Op Cit., h. 46. Dikutip dari buku Sudikno Mertukusomo, Pengantar
llmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, ;Permadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, Perihal
Kaidah Hukum, Alumni, Bandung, 1978.
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Harus ada kepastian hukum dalam segala aturan karena jika kepastian tidak
didapatkan maka akan memunculkan keresahan bagi masyarakat karena agar tidak
adanya berbagai macam penafsiran hukum terhadap aturan yang telah ditetapkan
dan masyarakat menjadi sasaran dari undang-undang.

2.2. Landasan Konsep
2.2.1. Pengertian Transportasi

Transportasi merupakan alat mobilitas unsur pertahanan dan keamanan yang
harus selalu tersedia, bukan saja untuk keperluan rutin angkutan unsur —unsur
pertahanan dan kemanan.®

Pengembangan Transportasi terbentuk dari yakni yang disebut tistem
transportasi merupakan suatu bentuk keterikatan dan keterkaitan antara
penumpang, barang, prasarana dan sarana yang berinteraksi dalam rangka
perpindahan orang atau barang, yang tercakup dalam suatu tatanan, baik secara
alami ataupun buatan/rekayasa.®

Dalam sistem transportasi ada 5 unsur pokok, yaitu:

a. Orang/Barang yang membutuhkan ;

Kendaraan sebagai alat angkut;

Jalan sebagai prasarana angkutan;

Terminal;

Organisasi  sebagai pengelola lingkungan Transportasi merupakan
kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat
ke tempat yang lain.®®

Unsur-unsur diatas harus dipenuhi agar sistem yang sudah dibangun dapat
terlaksana karena dari beberapa unsur yang ada termasuk unsur yang pertama yakni
orang dan barang, tanpa keduanya sistem transportasi tak akan dapat terlaksana.
Kendaraanpun menjadi factor utama karena adanya orang tentu akan membutuhkan
kendaraan untuk memindahkan keduanya dari tempat satu ke tempat yang lainnya
sesuai kebutuhan yang diinginkan. Jalan yang akan dilalui akan terasa mudah andai
jalanan tersebut dibangun dengan aturan dan tata letak yang baik dengan
mempertimbangkan daerah yang akan dibangun sebuah jalan.

® o0 o

® Nur Nasution, Loc. Cit.

|°°m5)://www. oogle.com/amp/s/wwwbelajartransportasi.wordpress.com/2017/02/01/s |

istem-transportasi/amp/ [diakses tanggal 28 Desember 2019 pukul 05.52 WIB

® Herry Gunawan, Pengantar Transportasi dan Logistik, Raja Grafindo Jakarta, 2014,
h. 1.


http://www.google.com/amp/s/wwwbelajartransportasi.wordpress.com/2017/02/01/sistem-transportasi/amp/
http://www.google.com/amp/s/wwwbelajartransportasi.wordpress.com/2017/02/01/sistem-transportasi/amp/
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Tempat pemberhentian yang tertib juga dibutuhkan agar ketertiban dapat
terlaksana dengan baik. Dari semuanya harus ada pengelola yang memadai agar
semua aturan yang sudah ditentukan oleh pengelola dalam hal ini pemerintah atau
lembaga yang terkait dan sudah diberi wewenang untuk mengatur semuanya
tentang transportasi. Maka aturan yang ada harus jelas karena jika tidak jelas atau
samar akan menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Seperti halnya
kendaraan yang digunakan untuk transportasi tersebut, ada kategori khusus
kendaraan umum yang dipakai.

Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu
pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Tujuan yang bersifat
ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industri
nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi
masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersifat
non ekonomis yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa, serta meningkatkan
pertahanan dan keamanan nasional.®’

2.2.2 Fungsi Jasa Angkutan Darat

Pemindahan barang dari pabrik ke tempat pelanggan hanya merupakan bagian
kecil dari kebutuhan pengangkutan keseluruhan industry. Tanpa memperhatikan
besar kecilnya perusahaan, jenis produksi atau jasa yang disajikan, luas
pemasarannya atau efisiensi produksi dan administrasinya. Mobilitas dibutuhkan
baik bagi personalia maupun bagi bahan sejak terjadinya kontak pertama dengan
pelanggan sampai ke titik kepuasan terakhir di pihak pelanggan.

Inilah tanggungjawab “jasa angkutan”, suatu fungsi yang isinya tugas
pelayanan baik kepada produk maupun kepada personalia untuk menjamin “bahwa
barang yang tepat berada di tempat yang yang tepat pada saat yang tepat”. Ini jalan
satu-satunya untuk mencapai keberhasilan penjualan dan kepuasan pelanggan serta
merupakan pertanda bagi suatu usaha yang menguntungkan.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan baru tentang manajemen distribusi
fisik, “angkutan” sebagai kegiatan terpisah rupanya telah tertelan dalam konsep
yang kelihatannya lebih luas, namun, berbagai aspek “angkutan’ telah dibiarkan
begitu saja berada diluar lingkaran kegiatan yang disebut “distribusi”’. Kegiatan
seperti angkutan personalia, pengadaan kendaraan untuk organisasi penjuaan dan
jasa, dan untuk membantu tenaga kerja yang fungsinya mengadakan kebijakan
pengadaan dan pengendalian mobil-mibil milik perusahaan bagi tenaga eksekutif
dan para manajer, sama pentingnya dengan kegiatan mengirimkan barang kepada

" Ibid, h. 2



37

pelanggan dalam rangka menentukan kemampulabaan perusahaan secara
menyeluruh. Fungsi transportasi yakni:

1. Menyediakan kendaraan untuk mengangkut produk ke tempat pelanggan.
Merawat dan memperbaiki semua kendaraan milik perusahaan.
Memberikan nasihat mengenai kebijakan penggantian kendaraan.
Memberikan nasihat mengenai kebijakan pembelian kendaraan.
Mengendalikan sediaan bahan bakar.

Menyediakan jasa pengemudi.®®

Dengan fungsi tersebut maka transportasi terkhusus angkutan darat bertujuan
untuk melayani para masyarakat yang membutuhkan proses transportasi yakni
perpindahan. Hal ini terkait proses hukum yang mengatur transportasi yang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.3. Angkutan Sebagai Penunjang Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup serta
memadai. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat
diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan
ekonomi suatu Negara. Untuk tiap tingkatan perkembangan ekonomi diperlukan
kapasitas angkutan yang optimum. Namun perlu diperhatikan bahwa penentu
kapasitas dan tingkatan investasi bukan merupakan hal yang mudah.

Tiap Negara, bagaimanapun tingkatan perkembangan ekonominya, dalam
rangka menyusun sistem transportasi nasional atau dalam menetapkan policy
transportasi nasional harus menentukan terlebih dahulu tujuan-tujuan mana yang
membutuhkan jasa angkutan dalam sistem transportasi nasional.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pengembangan ekonomi ialah :

1. Meningkatkan pendapatan nasional, disertai dengan distribusi yang

merata antara penduduk, bidang-bidang usaha dan daerah-daerah.

2. Meningkatkan jenis dan jumlah barang jadi dan jasa yang dapat

dihasilkan para konsumen, industry dan pemerintah.

3. Mengembangkan industry nasioanal yang data menghasilkan devisa serta

men-supply pasaran dalam negeri.

4. Menciptakan dan memelihara tingkatan kesempatan Kkerja bagi

masyarakat.

Transportasi memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan-tujuan
pengembangan ekonomi tersebut.®

o gk wd

% Frank H. Woodward, Manajemen Transportasi, Cet. IV, Teruna Grafica, 1996,
Jakarta, h. 3.

% Ibid, h. 2.
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2.2.4. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan
penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat
diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara
konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan
hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap
tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,
memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang
mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga
akan tampak lebih konkrit.”

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan
tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan
tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada
pasangan dengan nilai ketentraman, pasanganan nilai kepentingan umum dengan
nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan
nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut
memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak.
Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin
berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau
patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang
seharusnya.”

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-
keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak
lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan
dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat
hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana
penegakan hukum itu dijalankan. "

Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi
hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan
peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya, Direktorat

" Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Raja
Grafindo, Jakarta, 1983, h. 7.

" Ibid, h. 6.

"2 satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, Genta
Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 25.
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Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi.
Problem dalam penegakan hukum meliputi hal:
1. Problem pembuatan peraturan perundang-undangan.

2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.

3. Uang mewarnai penegakan hukum.

4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang
diskriminatif dan ewuh pekewuh.

5. Lemahnya sumberdaya manusia.

6. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.

7. Keterbatasan anggaran.

8. Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.’

Problem tersebut di atas memerlukan pemecahan atau solusi, dan negara yang
dalam hal ini diwakili pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan
memperbaiki kinerja institusi hukum, aparat penegak hukum dengan anggaran
yang cukup memadai sedang outputnya terhadap perlindungan warganegara di
harapkan dapat meningkatkan kepuasan dan sedapat mungkin mampu menjamin
ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat.’* Dalam
transportasi, penegakan hukum pada transortasi angkutan darat bagi konsumen
harus diperhatikan walau ada beberapa penegakan hukum yang kurang konsisten.
2.2.5. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau
consument/konsument (Belanda). Secara harafiah arti kata consumer adalah (lawan
dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Konsumen pada umumnya
diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka
oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan
tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.”

Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakatbaik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

"® Hikmahanto Juwono, Penegakan hokum dalam kajian Law and development
:Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia, Varia Peradilan No.244, Jakarta, 2006, h.
13.

" Bagir Manan, Persepsi masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang baik,
Varia Peradilan No.258 Mei, Jakarta, 2007, h. 5.

7 Janus Sidabalok, Op. Cit, h. 17.
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Pengertian konsumen selain yang telah dikemukakan ada pengertian yang
berkaitan dengan masalah ganti rugi. Di Amerika serikat, pengertian konsumen
meliputi “korban produk cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, melainkan
juga korban yang bukan pembeli, namun pemakai, bahkan korban yang bukan
pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. Sedangkan di
Eropa, hanya dikemukakan pengertian konsumen berdasarkan Product Liability
Directive sebagai pedoman bagi negara MEE dalam menyusun ketentuan mengenai
Hukum Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Directive tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah
pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa
kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.”

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli
hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi
terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan
antara konsumen bukan pemakai akhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai
akhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan
konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai
terakhir. Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah “konsumen” yang
mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya.”’

Beberapa batasan pengertian konsumen, yakni:

a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa

yang digunakan untuk tujuan tertentu;

b. Konsumen antara adalah setip orang yang mendapatkan barang dan/atau
jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk
diperdagangkan (tujuan komersial).

c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan
menggunakan barang dan/atau jasa, untuk tujuan memenuhi kebutuhan
hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk
diperdagangkan kembali (non-komersial).”

"® Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia,
Jakarta, Rajawali Pers, 2011, h.. 21.

" Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari
Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana, Jakarta, 2011, h. 61-62.

™ A z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya,
Jakarta, 1999, h. 13.
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Konsumen mendapatkan barang atau jasa itu di pasar industri atau pasar
produsen. Melihat pada sifat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut, konsumen
ini sesungguhnya adalah pengusaha, baik pengusaha perorangan maupun
pengusaha yang berbentuk badan hukum atau tidak, baik pengusaha swasta
maupun pengusaha publik (perusahaan milik negara), dan dapat terdiri dari
penyedia dana (investor), pembuat produk akhir yang digunakan oleh konsumen
akhir atau produsen, atau penyedia atau penjual produk akhir seperti supplier,
distributor, atau pedagang. Sedangkan konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu
adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang dan/atau jasa yang biasanya
digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangganya
(produk konsumen) Barang dan/atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh di
pasar-pasar konsumen.”®

Nilai barang atau jasa yang digunakan konsumen dalam kebutuhan hidup
mereka tidak diukur atas dasar untung rugi secara ekonomis belaka, tetapi semata-
mata untuk memenuhi kebutuhan hidup raga dan jiwa konsumenNilai barang atau
jasa yang digunakan konsumen dalam kebutuhan hidup mereka tidak diukur atas
dasar untung rugi secara ekonomis belaka, tetapi semata-mata untuk memenuhi
kebutuhan hidup raga dan jiwa konsumen.®
2.2.6. Pengertian Perlindungan Konsumen

Secara harafiah arti kata konsumen adalah (lawan dari produsen) setiap orang
yang menggunakan barang. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai
terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap
orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan
atau diperjual belikan lagi. Jika ditelaah maka produsen berada pada posisi yang
lebih kuat dari pada konsumen, padahal dalam perdagangan itu haruslah adil atau
kedua pihak berada di posisi yang sejajar. Hal tersebut mendukung terbentuknya
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya
disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK), yaitu segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen.

7 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta,
2009, h. 25.

8 Ibid, h. 51.
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Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1
angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai.
Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-
wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan
konsumen.®

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu
antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta
membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan
menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.*

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya dapat
dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:

a. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau

jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya;

b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur
kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan
informasi itu;

c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.®

Pada hakikatnya, perlindungan konsumen menyiratkan keberpihakan kepada
kepentingan-kepentingan (hukum) konsumen. Adapun kepentingan konsumen
menurut Resolusi perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/284 tentang Guidelines
for Consumer Protection, sebagai berikut:

a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan

keamanannya;

Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;
Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan
kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan
kebutuhan pribadi;

Pendidikan konsumen;

Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;

8 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers,
Jakarta, 2010, h. 1.

8 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, Ghalia
Indonesia, Bogor, 2008, h.. 9.

8 Ibid.
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Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi
lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan pada organisasi
tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan
keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.®*

Dengan adanya perlindungan konsumen juga ada ketetuan penegakan

hukum vyang seperti apa yang akan dilaksanakan penegakan dengan
pencegahan maupun dengan tindakan secara tegas melarang agar tidak danya
tindak pidana.
2.2.7. Tujuan Penegakan Hukum
Penegakan hukum terhadap transportasi angkutan umum bertujuan melindungi
konsumen yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen,

yaitu:

a.

Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri;

Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi;

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha;

Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi
pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 sebelumnya, karena
tujuanperlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus

dicapai

dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan

konsumen.®
Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di atas bila
dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum

8 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op. Cit, h. 115.

8 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit, h. 30.
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untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e.
Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan
huruf a, dan d, serta huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan
kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokkan ini tidak
berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat dilihat dalam rumusan pada huruf a
sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang harus dikualifikasi sebagai tujuan
ganda.®
2.2.8. Hak dan Kewajiban Pengangkut dan Konsumen

Agar terciptanya penegakan hukum yang baik maka perlu adanya hak dan
kewajiban masing-masing pengguna jalan antara konsumen dan penyedia jasa agar
terjadinya keselarasan dalam berinterksi.
1. Hak dan Kewajiban Pengangkut

Hak-hak dari pelaku usaha menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik;

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen;

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Tampak bahwa pokok-pokok hak dari pelaku usaha adalah; menerima

pembayaran, mendapat perlindungan hukum, membela diri, dan rehabilitasi.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan, dan pemeliharaan;

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;

8 Ahmadi Miru, Op. Cit, h.. 35.
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Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa
yang berlaku;

Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau
mncoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau
garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan;

Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian
apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen
tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan demikian, pokok-pokok kewajiban pelaku usaha adalah; beritikad
baik, memberi informasi, melayani dengan cara yang sama, memberi jaminan,
memberi kesempatan mencoba, dan memberi kompensasi.®’

Kewajiban pengangkut juga diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang
mengatur bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian
kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena
kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Dalam Pasal 234 Undang-
Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2009, dijelaskan kewajiban
pengangkut, yaitu:

1)

2)

3)

Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan

Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang

dan/atau pemilik barang dan/atau pihak Kketiga karena kelalaian

Pengemudi.

Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan

Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau

perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak

berlaku jika:

a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar
kemampuan Pengemudi;

b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau

c. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil
tindakan pencegahan.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

87 Janus Sidabalok, Op. Cit, h.71.
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Undang-Undang Perlindungan Konsumen merumuskan sejumlah hak penting
konsumen. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, ada 9 hak dari konsumen, hak-hak tersebut ialah:

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7
8)

9)

Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan atas barang dan jasa

Hak untuk memilih barang dan/atau jasa

Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan
jasa

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi) perlindungan dan
penyelesaian sengketa

Hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen

Hak untuk diberlakukan secara benar, jujur dan tidak diskriminasi

Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang
merugikan

Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain.

Adapun kewajiban konsumen dirumuskan pada pasal 5 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

1)

2)
3)
4)

Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
Beritikad baik dalam transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut.

Pada aturan yang disebutkan sudah dijelaskan secara gamblang tentang hak
dan kewajiban konsumen, maka jika kita menjalankan sesuai dengan aturan yang
berlaku segala hal yang dilakukan akan berbuah baik bagi semuanya, karena aturan
dibuat untuk dilaksanakan bukan sebaliknya melakukn pelanggaran.



